
 
 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR     77    /UN40/KP.06.00/2026 

TENTANG 

PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN  BARANG/JASA  

PADA UNIT KERJA AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  

TAHUN 2026 

 

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam proses pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Akademik 

UPI , perlu menetapkan pengelola yang bertanggung jawab dalam bidang dimaksud; 

b. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan tanggal 8 

Januari 2026 hal Usulan Penerbitan SK Rektor Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

(PBJ) Tahun 2026,  perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit 

Kerja Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026; 
  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6461); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 

Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025  tentang Perubahan Keenam  Atas 

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 

Pendidikan Indonesia; 

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian 

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor 

Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030; 
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8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas 

Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia; 

9. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN 

BARANG/JASA PADA UNIT KERJA AKADEMIK  UNIVERSITAS PENDIDIKAN 

INDONESIA TAHUN 2026. 
  

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Akademik Universitas 

Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor. 
  

KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT masing-

masing  Unit Kerja Akademik Tahun Anggaran 2026. 
 

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Pejabat Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa pada 

Fakultas,  Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah untuk Tahun 2026 yang telah 

ditetapkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak mengikat. 

 

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 

2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 12 Januari 2026 

 

REKTOR, 

 

 

 

 

 

 

 

DIDI SUKYADI 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR      77   /UN40/KP.06.00/2026 

TENTANG 

PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA 

AKADEMIK  UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 

 

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  

PADA UNIT KERJA AKADEMIK  UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 

 

 

NO 

 

UNIT KERJA 

  

NAMA 

 

TUGAS 

 

 

1 

 

 

FIP 

1 Dr. Nandang Budiman, M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Anita Kurniasari, S.A.P. Pejabat Pengadaan 

3 Lia Amalia, S.Si  

Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 4 Kurnia Taryana 

5 Diek Gatot Candra Wibawa, S.Pd. 

 

 

2 

 

 

FPBS 

1 Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Lingga Aditya, S.A.B., M.M. Pejabat Pengadaan 

3 Dedi Setiadi 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Dadang Mulyana 

 

3 

 

FPIPS 

1 Nurimani, S.Sos., M.M. PPK PBJ 

2 Gilang Adhitya Prayoga, S.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

3 Roki Nopila, S.Pd. Pejabat Pengadaan 

 

 

4 

 

 

FPMIPA 

1 Dr. Dadi Rusdiana, M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Ela Margalina, S.Pd., M.Pd. Pejabat Pengadaan 

3 Yudi Suhendar Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Niko Cepyansah, S.Pd. Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

 

 

5 

 

 

FPTI 

1 Ilhamdaniah, S.T., M.T., Ph.D. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Dr. Sultono, S.Pd., M.M. Pejabat Pengadaan 

3 Wahyu 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Yadi Setiadi, S.T. 

 

6 

 

FPEB 

1 Nono Karsono, S.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Tedi Suryadi, A.Md. Pejabat Pengadaan 

3 Hamidin Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

 

7 

 

FPSD 

1 Saprudin, S.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Dhimas Akhbar Nurpratama, S.ST. Pejabat Pengadaan 

3 Dadeng Burhanudin Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

 

 

8 

 

 

FPOK 

1 Prof. Dr. Komarudin, M.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Handi Kusdani, A.Md. Pejabat Pengadaan 

3 Indra Muliawan, S.Pd., M.Trap.A.P. 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Ryana Dede Putra, S.Trap.A.P. 

 

9 

 

FK 

1 
Dr.dr. Lucky Angkawidjaja Roring, 

M.Pd. AIFO 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Aldi Maulana Azis, S.Pd. Pejabat Pengadaan 

3 Burhanudin, S.Kom. Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

10 SPS 
1 Dr. Tina Hayati Dahlan, S.Psi.,M.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Yulianti Sartika, S.E. Pejabat Pengadaan 

3 Johan Mulyana, S.Pd. 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Nizar Imam Rianto 
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11 

 

 

Kamda Cibiru 

1 Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Padli, A.Md. Pejabat Pengadaan 

3 Didi Warsidi, S.AP. 
 

Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 4 Dayat Rodiyat 

5 Nanang Saefulloh 

 

 

12 

 

Kamda 

Tasikmalaya 

1 Dr. Syti Sarah Maesaroh, S.P.,M.M. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Andries Kustari, A,Md. Pejabat Pengadaan 

3 Zenal Aripan 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Lusi Astudi, S.Pd. 

13 
Kamda 

Purwakarta 

1 Agus Saeful Anwar, S.E. 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

2 Bayu Anjar Siswanto 

 

 

14 

 

 

Kamda Serang 

1 Prof. Dr. Supriadi, M.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

2 Ahmad Gozali, S.T. Pejabat Pengadaan 

3 Uci Sanusi, S.E. 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

4 Rohman B., S.M. 

15 
Kamda 

Sumedang 

1 Nanang, S.Sos. 
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 

2 Susan Hendrayana 

 

 

REKTOR, 

 

 

 

 

 

 

DIDI SUKYADI 
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